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EVALUASI PROGRAM DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN
REMAJA PUTUS SEKOLAH DI KABUPATEN BENGKALIS

ABSTRAK
Indra Lesman
Kata kunci® :Evaluasi , Pemberdayaan,Remaja Putus Sekolah

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Evaluasi Program Pemberdayaan
Remaja Putus Sekolah .dil “Kabupaten Bengkalis;.dan juga -mendeskripsikan
hambatan dalam pelaksanaannya Penelitian ini menggunaka metode Kualitatif
dengan teknik analisis Deskriptif, Penulisan ini menggambarkan kondisi secara
objek yang di temukan dilapangan berdasarkan data data yang berkaitan dengan
permasalahan yang ada dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan oleh Dinas
Sosial Kabupaten Bengkalis ,dengan Wawancara dan Observasi sebagai alat
pengumpulan data, dan data yang di kumpulkan kemudian.disajikan sebagai
bahan baku utama untuk menganalisis kondisi Empiris..dan Objektifitas
keberadaan dan-tujuan penelitian pada lokasi yang di teliti. Terdapat 3 Kelompok
menjadi objek dalam Penelitian..Penulisan Terdiri dari Data Primer yang sama di
peroleh melalui alat penelitian berupa wawancara serta Observasi dan Data
sekunder yang di peroleh dengan hasil wawancara sesuai dengan hasil penelitian
memperoleh Kesimpulan yaitu- dalam Pelaksanaan mendeskripsikan Evaluasi
Program Pemberdayaan Remaja ‘Putus—Sekolah di Kabupaten Bengkalis di
Kategorikan Kurang karena masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan
program pemberdayaan remaja putus sekolah seperti masih kurangnya sosialisasi
yang diberikan serta sumberdaya dalam pelaksanaan pemberdayaan remaja putus
sekolah yang harus di‘perhatikan.



EVALUATION OF SOCIAL SERVICES PROGRAMS IN EMPOWERING
YOUTH DISCONTINUED SCHOOLS IN BENGKALIS DISTRICT

ABSTRACT

Indra Lesmana
Keywords: Evaluation, Empowerment, School Dropout Adolescents

The purpose«of this study ,is ‘o> describe’ the /Evaluation of the. Empowerment
Program for Dropout Adolescents in Bengkalis Regency and also to describe the
obstacles in its implementation. This research uses qualitative. methods with
descriptive analysis techniques. This writing describes the conditions objectively
found in the field based on data data relating to problems in the implementation of
the Empowerment Program by the Bengkalis Regency Social Service, with
interviews and observations as data collection tools, and the data collected is then
presented as the main raw material for analyzing the Empirical conditions and the
objectivity of the existence and objectives of the research at the location under
study. There are 3 groups to be objects in the study. Writing consists of the same
primary data obtained through research tools in the form of interviews and
observations and secondary data obtained with the. results of interviews in
accordance with the results of the research, the conclusion is that in the
implementation _of describing the Evaluation of School Dropout Empowerment
Programs in Bengkalis Regeney. it is categorized ‘as Lack because there are still
There are several obstacles in the implementation of the empowerment program
for school dropouts, such as the lack of socialization provided and resources in
implementing the empowerment of school dropouts that must be considered.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

diperlu
marjinal y arakat tergolong le ¢ mpu. Hal ini
sebagaimana‘ya 2lah di : an asar 1945 antara
lain yaitu pad

sistem jam

lemah dan t

memberdayakan kelompok ma ersebut  melalui  kebijakan maupun
program-program kerjanya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang
Kesejahteraan Sosial,pada Pasal 1 poin 1 menjelaskan bahwa: “Kesejahteraan
Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga

negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat

melaksanakan fungsi sosialnya.”



Dalam upaya membangun Kesejahteraan Sosial masyarakat,maka
pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk menyelenggarakan
Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2009.Tentang Kesejahteraan Sosial,pada Pasal 1 poin 2 bahwa:
“Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan
berkelanjutan yang dilakukan-Pemerintah,’ pemerintah daerah, dan masyarakat
dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga
negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan
perlindungan sosial.”

Oleh sebab itu pihak pemerintah harus mampu. menyusun kebijakan atau
program yang.tepat dalam rangka menyelenggarakan rehabilitasi sosial, jaminan
sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sehingga mampu mencapali
sasaran yang diinginkan. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial,pada Pasal 3,
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;

b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;

c. Meningkatkan ketahanan ' sosial.masyarakat dalam mencegah dan
menangani masalah kesejahteraan sostal;

d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia
usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan
berkelanjutan;

e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian ~masyarakat dalam
penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial secara melembaga dan
berkelanjutan; dan

f.  Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Untuk meningkatkan dan membangun Kesejahteraan Sosial masyarakat,

maka oleh pihak pemerintah berupaya melaksanakan pemberdayaan sosial
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masyarakat. Untuk itu pihak pemerintah, baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah telah menyusun dan menerapkan berbagai program

pemberdayaan, dengan tujuan untuk dapat menanggulangi permasalahan-

permasalahan sosi

masyarak

muncul karena

ntahan yang dibagi antara

pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan menjadi
dasar pelaksanaan otonomi daerah serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas,
efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Penanganan
bidang sosial merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan

dengan Pelayanan Dasar bagi Pemerintah kabupaten/kota.



Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Rl Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah tersebut, maka pemerintah telah membentuk
kelembagaa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang nantinya diharapkan
mampu melaksanakan tugas..dan fungsinya untuk .mengatasi berbagai
permasalahan sosial, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Demikian
pula halnya yang dilaksanakan, Pemerintah’ Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau,
yang mana sehubungan dengan tugas penyelenggaraan pemerintahan di bidang
sosial, maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah membentuk Dinas Sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Organisasi
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang
terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan ~ Susunan  Perangkat Daerah  Kabupaten
Bengkalis. Sementara itu Tugas dan Fungsi Dinas Sosial diatur dalam Peraturan
Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Sosial
Kabupaten Bengkalis.

Permasalahan remaja putus Ssekolah pada kenyataanya masih sering
dijumpai di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Bengkalis. Remaja putus
sekolah memang tidak seluruhnya menimbulkan permasalahan sosial dimana
sebagian dari mereka ada yang bekerja membantu perekonomian keluarga, seperti
berdagang, bertani dan lain sebagainya. Namun demikian tidak jarang sebagian
dari para remaja putus sekolah tersebut terjerumus kepada pergaulan dan tindakan

yang menyimpang dan bahkan berhadapan dengan hukum. Sementara untuk
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melamar pekerjaan di suatu perusahaan tidak memungkinkan dikarenakan
minimnya kemampuan kerja atau keterampilan yang mereka miliki, sehingga

mereka terpaksa menganggur. Bertambahnya angka pengangguran karena dampak

dibiarkan a ada 0 a. membin: keterampilan
kerja bagi rema S 3 suatu keahlian
Khusus ya aten Bengkalis
melalui Di program Kerja
dalam rangka akan ) sanakan “Program

Pelayanan dan Rel i aa 3 satu kegiatan

dari tersebut yaitu Pe rdayas emé s Sek dari keluarga tidak

Pemerintah  Kabupa '; yada,.dasarnya bertujuan untuk
memberikan bekal keahlia . s. Dengan demikian, diharapkan
dapat berguna mengatasi permasalahan yang ditimbulkan akibat anak putus
sekolah di daerah tersebut. Adapun jumlah anak putus sekolah di Kabupaten
Bengkalis khususnya selama tahun 2016 hingga tahun 2019 seperti disajikan pada

tabel berikut:
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Tabel 1.1. Jumlah Anak Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis Tahun
2016 — 2019

Jenjang Pendidikan
SD/Sederajat (orang) | SMP/Sederajat (orang)

menunjukk
Bengkalis.
sosial
pendidikan
diakibatkan
pendidikan ana

Sosial Kabupa

2016 — 2019

Tahun Jumlah yang Dibina Jumlah yang Telah Bekerja
(orang) (orang)

2016 83 83

2017 45 45

2018 367 367

2019 43 43

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, 2019

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah remaja putus sekolah

di Kabupaten Bengkalis yang dibina oleh Dinas Sosial setempat masih relatif
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kecil dibandingkan dengan jumlah remaja putus sekolah. Program pembinaan
Remaja Putus Sekolah yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

dilakukan bagi remaja putus sekolah yang tidak menyelesaikan pendidikannya,

Pan sial Bina F ekanb aka ah satu mitra kerja
yang cukup pe . _ :‘ | pr " . nak putus sekolah.

Panti Sosia na F j ary ¢ elaks Teknis (UPT)

masalah sosial bagi d Q' .
1Y

a. Sebagai pelaksana keb

|\

Kementerian Sosial RI dalam
melaksanakan program pelayanan kesejahteraan sosial.

b. Sebagai fasilitator antara Kementerian Sosial dengan remaja putus
sekolah.

c. Suatu lembaga yang memberikan keterampilan kepada remaja putus

sekolah, agar terwujudnya kemandirian dan keberfungsian sosial dalam

masyarakat.



Bekal keterampilan khusus yang diberikan untuk memberdayakan Remaja
Putus Sekolah tersebut yaitu melalui pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan
antara lain seperti keterampilan: otomotif, teknik las, tata rias, dan menjahit.
Sebagai gambaran’ Remaja Putus_Sekolah.di~Kabupaten Bengkalis yang telah
dibina di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Pekanbaru, khususnya selama tahun
2011 — 2018 adalah sebagar berikut:

Tabel 1.3 Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis yang Dibina di
Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Pekanbaru Tahun 2011 — 2018

Tahun Jt_JmIah Pese_rta Pelatihan Ket_erampilan - Jumlah
Otomotif | Teknik Las | Tata Rias Menjahit
2011 21 " 4 5 31
2012 8 2 4 10 24
2013 16 5 3 4 28
2014 b 6 4 9 15
2015 4 2 2 2 10
2016 6 1 - 2 9
2017 5 1 1 gl 8
2018 4 2 2 2 10

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, 2019

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Remaja
Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis yang dikirim Dinas Sosial setempat untuk
dibina di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Pekanbaru selama tahun 2011 — 2018
cenderung terjadi penurunan setiap tahunnya. Di samping jumlah Remaja Putus
Sekolah di Kabupaten Bengkalis yang dibina melalui Panti Sosial Bina Remaja
(PSBR) Pekanbaru selama tahun 2011 — 2018 relatif kecil jika dibandingkan
dengan angka Remaja Putus Sekolah.

Program pemerintah merupakan keputusan atau pilihan terbaik yang
diambil dan dilaksanakan oleh pihak pemerintah dalam upaya untuk mengatasi
Untuk

atau menanggulangi suatu masalah di tengah-tengah masyarakat.
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mengetahui sejauhmana efektivitas dan tingkat keberhasilan program tersebut
maka perlu dilakukan evaluasi. Di samping itu, berdasarkan hasil evaluasi itu

maka dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penyusun kebijakan

pemberdayaan S seka C Panti Sosial Bina
Remaja (PSB . erdasarka 0 ehubungan dengan
pelaksanaa ayaar ‘;:"- D -L:l- ‘ iten Bengkalis
mengindikas l

1. . : ' 2} kung kesiapan

Prosedur dan persyaratan yang diterapkan dalam rekrutmen relatif masih
menyulitkan bagi remaja putus sekolah yang akan mengikuti kegiatan
pemberdayaan, sehingga menimbulkan keengganan bagi anak putus
sekolah untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program pembinaan oleh

Dinas Sosial.
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3. Kurangnya sosialisasi program mengenai pemberdayaan remaja putus
sekolah yang dilakukan pihak Dinas Sosial, sehingga masyarakat belum

sepenuhnya menerima dan menyadari pentingnya program kebijakan yang

dalam penelitian_ini a : inak a8 m Dinas Sosial

Dalam Pembe

dalam

Pemberdayaan Remaja olah di Kabupaten Bengkalis.

b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Program Dinas
Sosial dalam Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten

Bengkalis.
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2. Kegunaan Penelitian
a. Secara akademik, Penelitian di harapkan menjadi bahan referensi dan

perbandingan bagi peneliti lainnya yang berminat membahas masalah
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STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustaka

=4

Uy

ta masyarakat

engan tuntutan

AL

Ja negara yang
entingan negara

dan publik sed mpelajari gejala

LG LA N

dan peristiwa peme : eks ke n pelayanan publik.

Hukum Administrasi Negara (2016;2 nenjelaskan bahwa Pemerintahan dalam
paragdima lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan
berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paragdima baru pemerintahan

dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu

pemerintahan/Negara.

12
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Sumaryadi (2010;16) mendefenisikan pemerintahan sebagai sebuah

organisasi yang memiliki :

1. Otoritas memerintah dari sebuah unit politik.

ngan, untuk

inistrasi dan

fungsi primer dan kedua fungsi sekunder, sebagai berikut:

1. Fungsi primer yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan
positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Pemerintah berfungsi primer
sebagai provider jasa — publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan sipil
termasuk layanan birokrasi.

Fungsi sekunder pemerintah adalah fungsi yang berhubungan negatif
dengan kondisi ekonomi, politik dan sosial yang diperintah, dalam arti, semakin
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tinggi tariff hidup, semakin kuat bargaining position, semakin integratif
masyarakat yang diperintah, semakin kurang fungsi skunder pemerintah.

2. IImu Pemerintahan

Maulidiah em han  yaitu orang atau

pelayanan kema : an erde ' emerintah  memiliki

fungsi dasar

Menu i (2015: : i sempit meliputi

perundang-undangan, da Ko baga paga yang melaksanakan
peradilan.

Menurut Ndraha (2005:36) pemerinthaan adalah semua badan atau
organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhandan kepentingan manusia dan
masyarakat. Sedangkan yag di maksud dengan pemerintahan adalah proses
pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan

masyarakat.
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IImu pemerintahan pada dasarnya merupakan sebuah ilmu pengetahuan
yang mandiri dan otonom yang memiliki metode tersendiri sebagai pendekatan

dalam melakukan kajian dan penelusuran terhadap gejala atau peristiwa

ilmu seni

yang tanpa

menjalankan

T

publik. Sebagai conto ahui jalan itu rusak dan

LI |
lagee
pemerintah tidak membuat keb oerbaikinya bearti pemerintah sudah
mengambil kebijakan. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut
mengandung makna bahwa :
1. Kebijakan publik tersebut di buat oleh badan pemerintah, bukan
oraganisasi swasta.

2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan oleh badan

pemerintahan.
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Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan

oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun di sadari bahwa kebijakan

publik dapat di pengaruhi oleh para aktor di luar pemerintahan.

siapa yang akan s , i , an menjadi suatu
pengertian entat as y Anderson (Islamy,
2000:17).

Men illia am Aziz. (: etiap kebijakan

entu  demi  kepentingan seluruh

masyarakat.

Lingkup kebijakan publik dapat dikatakan sangatlah luas karena mencakup
berbagai sektor atau bidang pembangunan seperti kebijakan bidang pendidikan,
pertanian, kesehatan, trasnportasi, pertanahan dan lain sebagainya. Disamping itu

dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, ragional, maupun
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lokal, seperti undang-undag, peraturan pemerintah Kabupaten/Kota dan keputusan
Bupati/Walikota.

kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu, yang benar-benar
dapat dilakukan _dan diimplementasikan untuk-memecahkan atau sebagai solusi
terhadap public poblems (Yulianto Kadji, 2015; 16).

Proses analisis kebijakan: publik ‘adalah serangkaian aktifitas intelektual
yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktifitas politis
nampak dalam serangkaian kegiatan yag mencakup penyusunan agenda, formulasi
kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.
Sedangkan aktifitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan,
monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktifitas yang bersifat intelektual.
Proses kebijakan publik.

Menurut Dunn_ (2003:24-25) tahap-tahap dalam proses pembuatan
kebijakan diantarana adalah :

1. Penyusunan, pada tahap ini pejabat yang di pilih dan diangkat
menetapkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak
tersentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.

2. Formulasi kebtjakan, pada tahap “ini- pejabat merumuskan alternatif
kebijakan untuk mengatasi ‘masalah. Alternatif kebijakan melihat
perlunya membuat perintah eksekutif keputusan peradilan dan tindakan
legislatif.

3. Adopsi kebijakan, pada tahap ini, alternatif kebijakan yang diadopsi
dengan dukungan mayoritas legislatif, konsesus di antara direktur
lembaga atau keputusan peradilan.

4. Implementasi kebijakan, pada tahapan ini kebijakan telah diambil
dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber
daya finansial dan manusia.

5. Penilaian kebijakan, pada tahap ini unit-unit pemeriksaan dan akutansi
dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif,
legislatif dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam
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pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

4.  Konsep Evaluasi Kebijakan

Menurut Ndraha (2011;498) kebijakan pemerintahan adalah usaha untuk

adalah seba Jak elompok atau

pemerintahg

hambatan ; ing terhadap kebijaka g diusulkan untuk
] : =
mengunaka

merealisasi

dari komponen-komponen yang saling berkaitan dan saling menunjang dalam
rangka mencapai suatu tujuan”. Ada tiga pengertian penting dan perlu ditekankan

dalam menentukan program, yaitu:

1. Realisasi atau implementasi suatu kebijakan
2. Terjadi dalam waktu relatif lama bukan kegiatan jamak

berkesinambungan.
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3. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Setiap program/kebijakan pemerintah yang telah diimplementasikan atau

dijalankan perlu dievaluasi agar dapat dinilai hasilnya. Menurut Nugroho

ejauhmana kefektifan

.~

ang dapat menjadi
a antar pemerintah dan

masyarakat/swasta, atau imple asi kebijakan yang bersifat monopoli.
c. Tepat target, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang
direncanakan, tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan intervensi
kebijakan lain. apakah target dalam kondisi siap diintervensi atau tidak.

Dan apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau

memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya.
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d. Tepat lingkungan, lingkungan dalam hal ini terbagi menjadi lingkungan
internal kebijakan yang berkaitan dengan interaksi diantar perumus
kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Dan
lingkungan: eksternal kebijakan yang.berkaitan dengan persepsi publik
akan kebijakan dan implementasi kebijakan.

e. Tepat proses, terdiri_atas tiga:-proses: sYaitu Policy Acceptance, publik
memahami. kebijakan sebagai aturan dan pemerintah- memahaminya
sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Policy adoption, publik menerima
kebijakan sebagai aturan dan pemerintah menerimanya sebagai tugas yang
harus dilaksanakan. Strategic Readiness, publik siap melaksanakan atau
menjadi- bagian dari kebijakan, dan birokrat siap menjadi pelaksana
kebijakan.

Ketika seseorang hendak melakukan evaluasi kebijakan, tiga hal yang
perlu diperhatikan, yaitu: (1) Bahwa evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi
informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Evaluasi dalam hal ini berfungsi
untuk menilai aspek'instrumen (cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai hasil dari
penggunaan instrumen tersebut; (2) Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai
kepastian tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi. Pada fungsi ini
evaluasi kebijakan memfokuskan diri pada substansi dari kebijakan publik yng
ada. Dasar asumsi yang digunakan adalah bahwa kebijakan publik dibuat untuk
menyelesaikan masalah-masalah publik, maka evaluasi harus menilai apakah
tujuan yang telah ditetapkan kebijakan tersebut benar-benar mampu
menyelesaikan yang ada. Yang seringkali terjadi dalam praktiknya ialah tujuan

telah tercapai tetapi masalah tidak terselesaikan; dan (3) Evaluasi kebijakan
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berusaha juga untuk memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama dari segi
metodologi. Artinya, evaluasi kebijakan diupayakan untuk menghasilkan

rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang

dievaluasi. Hasil-ha penilaian evaluasi ijadikan bahan belajar

bagi para.p ‘m:"\‘ H m Q@m“‘ a..

AN

a.

—
D
(2]
—
1Y
@,
2
I
o
o
S

A3 NN

c.

lah satu indikasi
utama keberhasi ggunakan perspektif
pemberdayaan adala 0ses pemberdayaan dapat
dianggap sarana untuk me n. Berdasarkan asumsi bahwa

sumber kemiskinan adalah ketidakberdayaan. Dengan demikian agar kemiskinan
dapat dikurangi diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat terutama lapisan
bawah atau miskin (Soetomo, 2011;234).

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok
rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam

(Suharto, 2006;58):
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a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan
(freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat,

melainkan bebas dari kelaparan, kebodohan dan kesakitan;

gkinkan mereka dapat

““ .e@ g dan jasa-

organisasi  ekonomi

kompetitif dan berdaya saing tinggi, yang diharapkan dapat memberikan
lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat.

c. Mengembangkan dan meningkatkan upaya perlindungan bagi masyarakat
yang memerlukan bantuan, seperti masyarakat miskin, masyarakat yang

mengalami musibah, bencana, dan kesulitan lainnya.
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d. Mengembangkan lembaga keswadayaan untuk membangun solidaritas dan

ketahanan sosial masyarakat untuk memperkuat keberhasilan pelaksanaan

pembangunan daerah.

e.
melalui pe

1.

2.

3. Perlindungan: yaitu at terutama kelompok-kelompok

lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya
persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan
lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap
lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis

diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
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4. Penyokongan: yaitu memberikan bimbingan dan dukungan agar

masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupan-nya.

Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke

CAAENENE A

o
@D
o
@D
=
QD
e
jsb)
—+
@D
o
e

B. Penelit

Penelit

lain ialah

O
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pendekatan
kualitatif

No | Nama peneliti Judul Persamaan Perbedaan
1 Evi Zubaidah, | Evaluasi Proses | Menggunakan | Pada  penelitian  ini
Elma Fikri Lubis | Bimbingan Keterampilan menggunakan  Konsep
j : dari  MerileeS. Grindle
(2018) : penelitain
teori
2 Ade penelitian  ini
Aprianta programnya
pada
(2015) elandangan sedangakan
enelitian ~ sebelumnya
ada anak putus sekolah
3 Siti Umayah penelitian ini
Konsep
(2013) Gibson dan
penelitain  sebelumnya
menggunakan teori

Edward 111
4 Suryo Widodo Penelitian ini berfokus
pada pemberdayaan yang
(2015) dilakukan pada Panti

Sosial terhadap Remaja
Putus Sekolah

C. Kerangka Pikir

Dari beberapa penjelasan konsep teori dan teori dalam studi perpustakaan
sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, selanjutnya penulis akan merumuskan

kerangka pikir penelitian tentang Evaluasi Program Dinas Sosial dalam
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Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis. Adapun kerangka
pikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini

Gambar I11.1. Kerangka Pikir
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Tepat epat epa Tepat

Kebijakan * ol Proses

. Kemampuan ’ Y 1. Pemaharln(a{]
program ( ' masyaraka
pemberdayaan 0 terhadap
mengatasi 3 program
permasalahan 2 "I.'. pemberdayaan
remaja putus | Lingkungan 1. Penerimaan
sekolah eksternal masyarakat

. Kesesuaian isi (masyaraka/ terhadap
program publik) program
pemberdayaan saran pemberdayaan
dalam program
menanggulangi pemberdaya-
permasalahan an dengan
remaja putus program lain

Terlaksananya Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah Di
Kabupaten Bengalis
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D. Konsep Operasional

Konsep operasional disusun untuk menjelaskan konsep dan peristilahan

yang dipergunakan dalam penulisan laporan hasil penelitian. Konsep operasional

dalam penelitian_ini dijabarkan.sebagai berikut:

1

Program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan
realisasi atau iImplementasiidari-suatu kebijakan, berlangsung dalam proses
yang terjadi dalam suatu organisasi dan melibatkan sekelompok orang.
Pemberdayaan ialah suatu kegiatan untuk meningkatkan kemampuan
individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, menjangkau
sumber-sumber  produktif yang memungkinkan . mereka dapat
meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-
jasa yang mereka perlukan; dan berpartisipasi dalam proses pembangunan
dan pengambilan keputusan publik.

Remaja Putus Sekolah-ialah'remaja-yang putus sekolah karena satu atau
alasan lain. meninggalkan sekolah dan tidak menyelesaikan jenjang
pendidikan sekolah yang ditentukan.

Kabupaten Bengkalis ialah salah satu kabupaten yang berada di dalam
wilayah Provinsi Riau dengan ibukota Bengkalis.

Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis ialah salah satu organisasi perangkat
daerah Kabupaten Bengkalis yang melaksanakan tugas dan fungsi
menangani permasalahan bidang sosial.

Evaluasi ialah menilai sejaunmana kefektifan kebijakan atau program-
program publik guna dipertanggung jawabkan kepada konstituennya.

Adapun kriteria evaluasi yang digunakan untuk mengetahui efektivitas
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program pemberdayaan bagi Remaja Putus Sekolah yang diterapkan Dinas
Sosial pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah:

a. Tepat program, yaitu ketepatan kebijakan atau program dinilai dari

bgram lain, dan

atau tidak.

dilaksanakan, dan publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari

menerima.
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E. Operasionalisasi Variabel

Tabel 11.2  Operasionalisasi Variabel Evaluasi Program Dinas Sosial dalam
Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis

Konsep

Evaluasi: § as | a. Teps m program

isi program

dipertangg dalam
jawabkan
kepada remaja
konstituennya s
sejauhmana : pelaksana
tujuan  dic 3 gram pemberdayaan
dan er daya manusia
melihat program
kesenjanga ’
antara “haraj ﬂ sasaran
dengan ’ pemberdayaan
‘(‘kenyatrz]ian” ' yang
Nugroho, akan
2004;183). ‘ i sasaran
‘ m pemberdayaan
internal
pelaksana
Lingkungan  eksternal

(masyarakat/publik)

. Pemahaman masyarakat
terhadap program
pemberdayaan

. Penerimaan masyarakat
terhadap program

pemberdayaan

Sumber: Modifiksi penelitian, 2020
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METODE PENELITIAN

de deskriptif
ulis dapat
menggambarkan dan jela e T ﬁ aan Program

Dinas Sos

yang diselidiki* de ggambarkan/r "__ p subyek/ obyek
penelitian (ses g Syara a ada saat sekarang

berdasarkan fakite : ak atau ai adanya (Nawawi,

secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengosilasikan individu atau
organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi memandangnya sebagai bagian
dari sesuatu keutuhan (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2013;4).

Selanjutnya menurut Moleong (2013;6), penelitian kualitatif adalah
penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, dan

30
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lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata
dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan

berbagai metode alamiah.

menganalisis keberhasilan pelaksa gram tersebut.

C. Informan dan Key Informan
Informan yang dimaksud merupakan pihak yang menjadi sumber dataatau
responden yang memberikan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan

penelitian ini. Adapun sebagai informan dalam penelitian ini adalah meliputi:
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Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten
Bengkalis (1 orang).

Instruktur Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah (1 orang).

Bengkalis.
D.
rdiri dari data
primer dan
1. Dat
2k penelitianatau
digunakan dalam
proses wawancara
n, mengenai Program
utus Sekolah di Kabupaten
Bengkalis.
2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari obyek penelitian atau instansi
tertentu yang menjadi obyek penelitian maupun dari sumbe lainnya.
Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu data dan informasi berupa

berbagai dokumen yang tersedia di instansi terkait tempat penelitian
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dilakukan, antara lain seperti profil instansi, peraturan perundang-
undangan, dan data lainnya yang dianggap relevan dengan permasalahan

penelitian.

kan oleh peneliti dari

o
dan tindakan,

sumber data penelitian

o
| | =
Jeni penelitia a ‘g

Yol
kualitatif a g mbahan seperti
dokumen dan lain-I¢ . at ﬂ catatan tertulis

il

. (Lofland dalam

Ql@i-“‘ .

rangka pengumpulan data yang ari subjek penelitian sebagai bahan

diterapkan peneliti dalam

analisis dalam suatu penelitian. Dalam upaya untuk mendapat data penelitian yang
dibutuhkan maka penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan
menggunakan teknik sebagai berikut :
a. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang
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mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan

jawaban atas pertanyaan itu. (Moleong, 2013;186). Jadi, wawancara

merupakan kegiatan peneliti dalam pengumpulan data yang dilakukan

Dokumentasi yaitu suatu cara yang digunakan dalam pengumpulan data
penelitian, yaitu dengan mengumpulkan berbagai dokumen, laporan-
laporan, literatur/buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang

relevan dengan permasalahan penelitian.
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F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data ialah suatu cara yang diterapkan peneliti dalam

menelaah data yang telah diperoleh dan ditemukan selama proses penelitian

satuan yang
enemukan apa

yang pent a yang dapat
diceriterakan Ker : _- _ '1:: 3 20ng, (2013:248).
o | Ui proses pertama
mencatat ha memilah-milah,
mengklasifike ketiga mencari

makna data, embuat temuan-

bentuk uraian kalimat dan dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya berdasarkan
hasil analisis data kualitatif tersebut, maka penulis dapat menggambarkan dan
menjelaskan secara rinci mengenai pelaksanaan Program Dinas Sosial dalam
Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis, dan kemudian

mengambil kesimpulan hasil penelitian.
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G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian
Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang Evaluasi Program Dinas Sosial

dalam Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkali sini

Tabel i Program

Sekolah di

No.
Agu 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
laporan
Penelitian
8. | Konsultasi
bimbingan X| X| X| X| X
Skripsi
9. | Ujian Skripsi X
10. | Revisidan x| x
Pengesahan
11. | Penggandaan
serta
X
penyerahan
skripsi
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H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian
Adapun Sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini

di bahas 6 bab, dimana pembahasan-pembahasan bab mempunyai antara satu

g berhubungan

pikir, konsep

jadwal kegiatan penelitian serta rencana sistematika laporan penelitian
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Deskripsi lokasi penelitian yang terdiri dari Gambaran Kabupaten

Bengkalis. Fungsi, Uraian Tugas, Struktur Organisasi, Sumber Daya

Organisasi, Serta Sumber Daya Manusia, Dan Lokasi Penelitian.
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BAB V HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN
Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai

Evaluasi Program Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Remaja Putus

Sekolah di

BAB
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BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

1.
ovinsi Riau,
dengan ib ayaan sumber
daya alam migas berupa
hasil komo isamping kaya
akan poten daya alammnya, wi aten bengkalis memiliki
letak yang strategis ana : = , a tetangga Malaysia
dan berada pada kev . g g aysia-Singapura
(IMS-GT).
donesia merdeka,
Sebagian besar iak Sri Indrapura.
Setelah di Prokla ndonesia, dan Diikuti
dengan penyerahan oleh R drapura Sultan Syarif Kasim I,

Maka seluruh wilayah yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Siak Sri
Indrapura, termasuk Kabupaten Bengkalis berada di bawah pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 1956 yakni berdasarkan
undang-undang nomor 12 tahun 1956 di bentuklah kabupaten Daerah Tingkat |1

Bengkalis,yang pada waktu itu masih berada di bwah Provinsi SumatraTengah

dengan pusat pemerintahan berkedudukan di sumatra Utara, Dengan di bentuknya

39
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Provinsi Daerah Tingkat | Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 61
tahun 1958 tentang penetepan pembentukan Kabupaten Daearah Tingkat |

Sumatra Barat, Riau dan Jambi , maka Kabupaten Daerah Tingkat 1l Bengkalis

gkalis yang
semula jumlah di provinsi
Riau yait ' IPeT karan terjadi

iklim laut, dengan temperatur be — 32°C. Musim Hujan biasa terjadi
antara bulan september hingga januari, dengan curah hujan biasa berkisaran antara
809-4.078 mm/tahun. Sedangkan periode Kering (Musim Kering) biasanya terjadi
antara bulan Febuari hingga Agustus. Berdasarkan jumlah kecamatan yang ada di

kabupaten bengkalis, Kabupaten Bengkalis terbagi atas 11 Kecamatan Sebagai

berikut :
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1. Kecamatan Bengkalis Dengan Luas Wilayah 514.00 Km?2
2. Kecamatan bantan Dengan Luas Wilayah 424,40 Km?

3. Kecamatan Bukit Batu Dengan Luas Wilayah 1.128.00 Km2

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Ke

11. Ke
2.

ehingga menjadi slah

satu kota tuj ) nda : : sib di kabupaten
Bengkalis ng untuk menetap
bengkalis, sering se ang untuk mencakup di
kabupaten Bengkalis, pemer ngkalis harus serius menghadapi

dan menangani masalah kependudukan di mulai dari pendapatan warga,penataan
rumah penduduk, penyedia lahan pekerjaan, serta penyedian sarana dan prasarana
baik di sektor kesehatan, sektor pendidikan, tempat ibadah, fasilitas umum dan
lainnya, sehingga kesejahteraan penduduk Kabupaten Bengkalis tetap terjamin.
Sebagian besar peduduk yang mendalami wilayah Kabupaten Bengkalis

adalah suku melayu, Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan
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penduduk pemdatang ke daerah ini seperti suku jawa,batak,minang dan

sebagainya. Mata pencaharian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah

maupun pegawai swasta dan pedagang.

terjauh dari ibukota kecamatan bantan adalah Desa Teluk Lancar dengan jarak 37
km2, Dan jarak terdekat adalah desa Selat Baru sebagai Ibukota Kecamatan

Bantan.
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Tabel 1V.I Tabel Penduduk Kecamatan Bantan Menurut Desa/Kelurahan

NO | Desa/Kelurahan | RT/RW | Laki/Laki | Wanita | Jumlah Jukmklah
1 Bantan Ten /15 1.699 3.343 1.012
2 Ba il 9 689
3 761
4 |7 & W /6 475
5 Sel 3 4 1.258
6 Tel 3 572
7 Ke 3 670
8 Jang ! /8- 26'5_7-* 1" 7 670
9 | Mun o6 | | 984 54 | 542
10 | Resam Lapis | 792 83 | 463
11 | Bera 1 e, 18 788
12 [UluP I\_IB%- 677 490
13 | Menyat 1.120 348
14 | Pambang I (- 1.382 377
15 | Sukamaju 2.171 572
16 | Pambang Baru 707 1.499 444
17 | Kembung Baru 2217 45 875 1.820 468
18 | Pasiran 19/6 637 605 1.242 339
19 | Bantan Sari 15/6 577 555 1.132 300
20 | Bantan Timur 20/8 807 722 1.529 418
21 | Teluk Pepal 25/11 1.129 981 2.110 591
Jumlah 508/188 23.154 21.409 | 44563 | 12.834

Sumber : Kantor Camat Bantan
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b. Pemerintahan

Kecamatan Bantan mempunyai sembilan desa yang sudah defensif, yaitu desa

Teluk Lancar,Kembung Luar,Teluk Pambang,Muntai,Bantan air,Bantan

pusat hingga daerah, pada tahun 19 ganti nama lagi menjadi Jawatan Sosial
Republik Indonesia. Departemen sosial menetapkan kantor wilayahnya di setiap
provinsi dan menetapkan petugas Sosial Kecamatan yang berada di tiap-tiap Kota

/Kabupaten.

Sejak diperkuatnya pelaksanaan prinsip Otonomi dimana keberadaan

Pemerintah Daerah berhak mengurus sendiri rumah tangganya, hal ini
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berimplikasi juga dengan satuan tugas Departemen Sosial Republik Indonesia
yang sebelumnya berkoordinasi langsung dengan kementrian kini harus berada
dibawah paying Pemerintahan Daerah. Sejak saat itu berganti nama menjadi
Dinas Sosial Provinsi Riau dan.pada tingkat kabupaten/kota.menjadi Dinas Sosial
. Dinas_Sosial Kabupaten Bengkalis sebagai Dinas wilayah Kabupaten Bengkalis
berada dalam satuan kerja pemerintahan daerah, Kantor Dinas Sosial Kabupaten
Bengkalis'berada di JI.”Antara Bengkalis. Berdasarkan dengan diberlakukannya
UU Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah mengamanatkan Kabupaten
Bengkalis terhadap kewenangan, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan
rumah tangga daerahnya sendiri beserta kelengkapannya. Maka salah satu
kewenangan tersebut yang diberikan kepada Kabupaten Bengkalis dan menjamin
terlaksananya fungsi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis salah satunya
terkait dengan permasalahan, sosial dibentuklah Dinas Sosial dibarengi dengan

permasalahan pemakaman di Kabupaten Bengkalis

2. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

Dinas Sosial Kabupaten  Bengkalis merupakan salah satu Organisasi
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang
terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun
2016 tentang  Pembentukan ~ Susunan  Perangkat Daerah  Kabupaten
Bengkalis. Sementara itu Tugas dan Fungsi Dinas Sosial diatur dalam Peraturan
Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Sosial

Kabupaten Bengkalis.
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Dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2016 tersebut
dinyatakan bahwa, Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial.

\‘F’“\g

<
==

a.
b.

3 Subbag Keuangan dan Perlengkapan
c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari
1  Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
2  Seksi Perlindungan Korban Bencana Sosial dan
3 Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari
1  Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
2  Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

47

3  Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
e. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari
1  Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Keluarga

2 Seksi perdayaan Sosial, Masyarakat dan Penerbitan Izin

an Penataan

engan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan.

2. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan

evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan
masyarakat.

3. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan

evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil.
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4. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan

evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan,

pembinaan mualaf, restorasi sosial dan pemakaman.

secara tertulis

angka kelancaran

fungsi Bidang
Pemberday: ial Dinas , lalah melaksanakan
kebijakan te asili dinas erta pe yan dan evaluasi
pemberdayaan SO alam kai Sosial Kabupaten

aja Putus Sekolah
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A. ldentitas Informan

Tabel V.1 : Indentitas Informan Be

BAB V

HASIL PENELITIAN

arkan Jenis Kelamin

NO | Jenis Kelamin Jumlah Persentase
1 Laki-Laki 3 90%

2 Perempuan 1 10%
Jumlah 4 100%

Sumber : Hasil Penelitan, 2020

49
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Dari tabel di atas dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin informan dalam
penelitian ini yaitu informan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 4 orang

dengan persentase 90%, dan informan yang berjenis kelamin perempuan

Z
®)

1

2

3

4

5

6

7 |82 1 10%
8 |S3 - -
Jumlah 4 100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat pendidikan

informan dalam penelitian ini sangat bervariasi yaitu yang SMP sebanyak 2 orang
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atau 50%, sarjana sebanyak 2 orang atau 50%, Maka dari gambaran tersebut dapat
diketahui bahwa Informan seimbang antara SMP dan Sarjana yaitu sebanyak 4

orang.

sehubungan de : i an's n“baik atau tepat

dengan pe

Sela fingkat ~ usia : eorang dalam

melakukan ap aktifi na at usia selalu

No Tingkat Umur Persentase
1. 21-30 2 50%
31-40 1 25%
41 -50 1 25%
Jumlah 4 100 %

Sumber : Hasil Penelitian, 2020
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang berumur 21-30 tahun
sebanyak 2 orang atau 50%, yang berumur 41-50 tahun sebanyak 1 orang atau

25%,Jadi berdasarkan gambaran tersebut dapat ketahui bahwa rata-rata informan

Vi

s
>
i

Set

dijalankan
(2004,183),

kebijakan

S5 2 =

EN5
\
«* |s

Sejauhmana

“harapan” d

hendak dipecahkan. Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai
karakter masalah yang hendak dipecahkan. Apakah kebijakan dibuat oleh
lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai

dengan karakter kebijakan.
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b. Tepat pelaksananya, terdapat tiga lembaga yang dapat menjadi
implementor, yaitu pemerintah, kerjasama antar pemerintah dan

masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang bersifat monopoli.

C. ge ; ge diinterve sesuai  dengan yang
n, intervensi

tidak. Dan

dilaksanakan. Strategic Readiness, publik siap melaksanakan atau menjadi
bagian dari kebijakan, dan birokrat siap menjadi pelaksana kebijakan.

Untuk melihat  Evaluasi Program Dinas Sosial dalam Pemberdayaan
Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis.maka penulis uraikan hasil dari

wawancara terhadap Informan berdasarkan indikator penelitian sebagai berikut :
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1.  Tepat kebijakan

ketepatan kebijakan dinilai dari sejaun mana kebijakan yang ada telah
bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.
Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai Kkarakter masalah yang
hendak dipecahkan. Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai
kewenangan (misi kelembagaan). yang sesuai cengan karakter kebijakan. disini
kita dapat melihat seperti maksud dari tepat kebijakan yang di lakukan oleh Dinas
Sosial dalam Pemberdayaan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis, maka
peneliti menguraikan dari beberapa sub indicator di atas , yaitu :

a. Kemampuan Program Pemberdayaan dalam mengatasi Permasalahan anak

putus sekolah

Berkaitan dengan permasalahan yang di angkat oleh peneliti berkaitan
dengan Kemampuan Program Pemberdayan dalam mengatasi-Permasalahan anak
putus Sekolah ini-di artikan sebagai sejauh mana Program yang di lakukan oleh
Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam menyelesaikan Permasalahan anak
Putus sekolah dengan memberikan Pemberdayaan ,-pemberdayaan yang diberikan
di sesuaikan dengan keterampilan yang diuingin kan oleh Peserta Pemberdayaan
yakni anak anak putus sekolah di lingkungan Kabupaten Bengkalis. Sesuai
dengan hasil Wawancara dengan Ibu Yunilawati selaku Kepala Bidang
Pemberdayaan Sosial Kabupaten Bengklais hari Rabu, 2 September 2020 pukul
10.00 WIB, beliau mengatakan :

“terkait dengan Kemampuan Program Pemberdayaan ini dalam mengatasi

Permasalahan anak Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis ,bentuk dari

pemberdayaan ini kami sesuaikan dengan minat dan hobi yang mereka
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inginkan seperti kalo untuk anak laki laki salah satu keterampilan yang
kami berikan seperti latihan menyetir, kemudian kami juga berikan
pelatihan perbengkelan ini kami berikan sesaui minat yang mereka inginkan
agar pemberdayaan kami jalani ini bisa berjalan dengan lancar kemudian
untuk Perempuan kami berikan pelatihan menjahit dan masih banyak lain

pelatihan vang kami berikan”

Dari hasil wawancara diatas, dapat kita ketahui bahwa Dinas Sosial
Kabupaten Bengkalis memberikan pemberdayan kapada Anak putus Sekolah di
kabupaten Bengkalis di sesuaikan dengan minat perserta pemberdayan tersebut
seperti untuk-anak laki laki diberikan pelatihan nyetir, Perbengkelan dan untuk
anak perempuan di berikan pelatihan menjahit dll. Hasil Wawancara dengan
Andri, salah satu anak putus sekolah yang mengikuti Prgoram Pemberdyaan oleh
Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mengatakan :

“Benar Pak, kami yang mengikuti program Pemberdayan oleh Dinas Sosial

Kabupaten Bengkalis di ‘berikan pefatinan keterampilan sesuai dengan

minat dan hobi kami pak, seperti saya minat di perbengkelan dan Dinas

Sosial memfasiliasi kami di bagian itu pak, dan ada juga teman saya

diberikan pelatihan menyetir pak.”

Dari hasil wawancara diatas dapat kita _ketahui bahwa Anak putus sekolah
yang mengikuti Program Pemberdayaan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis
mendapatkan Pelatihan sesuai dengan minat dan hobi perserta Pemberdayaan,
seperti dari wawancara diatas perserta mendapatkan pelatihan menyetir dan
perbengkelan untuk peserta Laki laki dan Peserta Perempuan mendapatkan

pelatihan salah satunya menjahit.
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Dari Hasil observasi yang di lakukan oleh peneliti , peneliti melihat bahwa
benar pelatihan yang di berikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis kepada

Anak putus sekolah yang mengikuti Program Pemberdayaan ini di sesuaikan

indikator
permasalahs
yang dilak

terlah sesuai deng J s f sa kita lihat dari

“masih sama se .ﬂ i
kepada Anak put yang mengikuti program
Pembedayaan ini kami sesua dengan Hobi mereka dimana , hal ini
bertujuan agar program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan
dampak yang positif kepada peserta pemberdayaan yang diberikan oleh
Dinas Sosial kabupaten Bengkalis ini selain itu kami juga berikan dukungan
berupa fasilitas —fasilitas yang di butuhkan seperti peserta pelatihan

menjahit kami siapkan fasilitas alat —alat menjahitnya.”
Dari Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa Program

Pemberdayan yang dilakukan oleh dinas Sosial Kabupaten Bengkalis untuk
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menanggulangi permasalahan remaja putus sekolah ini sudah berjalan dengan
beberapa program yang diberikan serta didukungnya fasiltas penunjang kegiatan

yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Hasil Wawancara dengan

Peserta yang
Bengkalis ini ,

selain mendapa ihe ng disesuaikan denga 2 didukung oleh

fasilitas fasilitas pendukung dala anaan Program Pemberdayaan Anak
putus sekolah seperti untuk pelatihan menjahit didukung dengan alat alat menjahit

dll.

2. Tepat pelaksananya,
Terdapat tiga lembaga yang dapat menjadi implementor, yaitu pemerintah,

kerjasama antar pemerintah dan masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan
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yang bersifat monopoli.terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneiti
tentang Evaluasi Program Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Remaja putus
sekolah di Kabupaten Bengkalis pada indikator tepat pelaksana memiliki dua sub
indikator yaitu .Instansi pelaksana Program. Pemberdayan, Sumber daya manusia
Pelaksana Program Pemberdayaan.

a. Instansi Pelaksana Program:-RPemberdayan;

Pada indikator Instansi Pelaksana Program Pemberdayaan Kkita akan
mengetahul siapa pelaksana Program Pemberdayan Remaja putus sekolah dan
bagaimana pelaksanaannya. , Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Ibu
Yunilawati selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kabupaten Bengklais

hari Rabu, 2 September 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“terkait ~dengan pemberdayaan remaja putus sekolah di lingkungan
kabupaten.Bengkalis di lakukan oleh Dinas Sosial dengan berkerja sama
dengan PSBR atau yang kita kenal sebagai Panti Sosial Bina Remaja yang
berlokasi di Kota Pekanbaru; untuk-pelaksanaanya kami telah memberikan
beberapa pelatihan kepada peserta pemberdayaan seperti yang telah di
jelaskan sebelumnya , namun saat ini dalam pelaksanaannya masih ada
beberapa hambatan seperti masih banyak anak anak putus sekolah di
wilayah kabupaten bengkalis ini yang saya rasa tidak semuanya mau
mengikuti program yang kami siapkan ,apapun itu alasan mereka disini
peran kami selaku mewakili pemerintah.kabupaten bengkalis melalui dinas
Sosial, untuk memberikan pemahaman kepada mereka akan program yang
sangat membantu meraka untuk mendapatkan pemberadayaan berupa
peningkatan keterampilan”

Dari hasil wawancara di atas dapat Kkita ketahui bahwa terkait dengan

penanganan Remaja putus sekolah di Kabupaten Bengkalis di lakukan oleh Dinas
Sosial Kabupaten Bengkalis dan bekerja sama dengan PSBR Kota Pekanbaru dan
beberapa kegaitan telah dilaksanakan walaupun masih ada beberapa permasalahan
seperti masih ada anak yang putus sekolah dan tidak mengikuti program yang

telah di sediakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis ini, Hasil Wawancara



59

dengan Andri, salah satu anak putus sekolah yang mengikuti Prgoram
Pemberdyaan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mengatakan :

“Iya pak, ada beberapa teman saya yang sama halnya seperti saya tidak
sekolah lagi<tapl mereka tidak mengikuti program pemberdayan ini,
mereka beralasan Prosedur dan persyaratan yang diterapkan dalam
pendafataran masih menyulitkan bagi mereka yang akan mengikuti
kegiatan pemberdayaan; sehingga mereka malas untuk mendaftarkan diri
sebagai pesertaprogram pembinaan oleh DinasSosial”

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa dalam
pelaksanaan Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten
Bengkalis itu masih terdapat beberapa hambatan seperti masih ada remaja putus
sekolah yang tidak mengikuti program ini dikarenakan tidak mengetahui prosedur
serta persyaratan dalam pendafaran program ini-.

Berdasarkan Hasil observasi peneliti di lapangan juga melihat remaja yang
putus sekolah tidak mengikuti: program-yang di laksanakan oleh Dinas Sosial
terkait dengan Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah dengan alasan yang di jelas
di atas.

b. Sumber daya manusia pelaksana program pemberdayaan
Pada indikator Sumber daya manusia pelaksana Program Pemberdayaan
remaja putus sekolah di kabupaten Bengkalis diartikan sebagai orang yang
menjalankan dan ikut serta dalam pelaksana Program ini hal ini bisa kita lihat dari
Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Ibu Yunilawati selaku Kepala Bidang
Pemberdayaan Sosial Kabupaten Bengklais hari Rabu, 2 September 2020 pukul

10.00 WIB, beliau mengatakan :
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“iya untuk saat ini sumber daya kami dalam pelaksanaan program
Pemberdayaan Remaja putus sekolah di Kabupaten Bengkalis ini kami
rasa kurang, dengan banyaknya peserta yang saat ini mengikuti program
ini kami memang membutuhkan dukungan sumber daya yang lebih , ya
dengan anggaran yang kami miliki kami hanya bisa didukung sumberdaya
yang ada saat inipznamun untuk kedepannya kami pasti akan menambah
tenaga pelaksana Program pemberdayaan ini, dengan.meningkatnya tenaga
pelaksana dalam program ini yang jelas kami  bisa_lebih banyak
menampung serta membina remaja putus sekolah khususnya di lingkungan
Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan Hasil wawancara dengan salah. satu pegawai Dinas Sosial
Kabupaten Bengkalis diatas kita dapat mengetahui terkait dengan Sumberdaya
pelaksna Program Pemberdayaan remaja putus sekolah ini masih memerlukan
dukungan lebih, karena jumlah remaja putus sekolah yang meningkat, Hasil
Wawancara dengan Andri, salah satu anak putus sekolahyang mengikuti Program
Pemberdyaan oleh Dinas Sasial Kabupaten Bengkalis mengatakan :

“kami sebagai peserta Pemberdayan tidak terlalu mengetaui hal yang
seperti itu pak, tapi saya secara pribadi setuju dengan-terus bertambahnya
peserta permberdayaan anak' putus sekolah ini diKabupaten Bengkalis
memang jumlah tenaga pelaksananya juga harus di tambah agar program
ini bisa berjalan dengan lancar. dan baik jika tenaga pelaksananya

mencukupi”

Berdasarkan hasil wawancara diatas.dapat kita ketahui bawah sumberdaya
itu sangat penting dan harus di perhatikan dengan terus berambahnya jumlah
peserta Pemberdayaan remaja putus sekolah di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

ini makanya harus di dukung dengan Sumberdaya yang memadai.

3. Tegat target
yaitu apakah target program yang diintervensi melalui penerapan program

tersebut sesuai dengan  yang direncanakan, tidak tumpang tindih atau
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bertentangan dengan intervensi program lain, dan apakah target program dalam
kondisi siap diintervensi atau tidak. terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh
peneiti tentang Evaluasi Program Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Remaja
putus sekolah di.Kabupaten Bengkalis pada.indikator tepat.target memiliki dua
sub indikator yaitu, Kesesualan sasaran program pemberdayaan dengan yang
direncanakan dan Kesesuaian . sasaran: program.pemberdayaan dengan program
lain.
a. Kesesuaian sasaran program pemberdayaan dengan yang direncanakan

Pada indikator Kesesuaian sasaran program pemberdayaan dengan yang di
rencanakan ini berkaitan dengan tujuan dan sasaran dari program yang di jalankan
Oleh Dinas Sosial kabupaten Bengkalis apakah telah sesuai atau belum , Sesuai
dengan hasil Wawancara dengan Ibu Yunilawati selaku Kepala Bidang
Pemberdayaan Sosial Kabupaten Bengklais hari ‘Rabu, 2 September 2020 pukul

10.00 WIB, beliau mengatakan :

“Terkait dengan Sasaran dari Program ini ya udah sangat jelas ya, Kita
fokuskan kepada Remaja Putus sekolah khususnya yang ada di Kabupaten
bengkalis ini kita rangkul, kita beri pembinaan keterampilan berupa
pelatihan pelatihan yang mereka minat,.ini akan berguna buat mereka,
ketika mereka selesai mengikuti program ini mereka memiliki bekal skil
seperti perbengkelan, menjahit-dan masih banyak lain, saya bisa katakan
sasaran program ini jalas karna anggota pelaksana kita langsung terjun
kelapangan dalam mendata remaja remaja yang putus sekolah dan ingin
mengikuti program ini “

Dapat kita ketahui dari Hasil wawancara diatas terkait dengan Kesesuaian

sasaran program pemberdayaan dengan yang direncanakan, pihak Dinas Sosial
Kabupaten Bengkalis mengakatan terkait dengan sasaran udah sangat jelas yang
menjadi sasaran meraka remaja putus sekolah yang ada di Kabupaten Bengkalis,

dan dalam pendataannya pegawai pelaksana program ini langsung kelapangan
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terkait dengan pendataannya , Hasil Wawancara dengan Andri, salah satu anak
putus sekolah yang mengikuti Prgoram Pemberdyaan oleh Dinas Sosial

Kabupaten Bengkalis mengatakan :

langsung
‘ k anak yang

o

b. Kesesuaian sasaran progra ayaan dengan program lain
Pada indikator Kesesuaian sasaran Program Pemberdayaan dengan Program
lain ini di artikan sebagai sasaran dari Program pemberdayaan Remaja Putus
Sekolah di Kabupaten bengkalis dengan Program lainnya yang berhungan dengan
Pemberdayaan juga seperti PSBR atau Panti Sosial Bina Remaja di Kota

Pekanbaru. Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Ibu Yunilawati selaku Kepala
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Bidang Pemberdayaan Sosial Kabupaten Bengklais hari Rabu, 2 September 2020

pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“Untuk kesesuaian sasaran Program Pemberdayan dengan Program
lainnya maksudnya ini_Sasaran dari program yang.kami jalankan saat ini
dengan _program lainnya ~yang Ssama halnya berkaitan dengan
pemberdayaan juga ya, disini Program yang kami jalankan saat ini , Dalam
rangka melaksanakan pemberdayaan Remaja Putus Sekolah yang ada di
Kabupaten Bengkalis, maka Dinas_Sosial Kabupaten Bengkalis menjalin
mitra kerja dengan heberapa pihak, ‘antara‘lain yaitu Dinas Pendidikan dan
pihak swasta/wirausaha setempat serta UPT' /Kementerian Sosial yakni
Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Pekanbaru Panti Sosial Bina Remaja
Pekanbaru merupakan salah satu mitra kerja yang cukup penting dalam
menerapkan program pembinaan anak putus sekolah. ”

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan
Kesesuaian Sasaaran Program Pemberdayaan dengan Program lainnya, untuk
Pelaksanaan Program Pemberdayan Remaj Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis
menjalin mitra kerja dengan Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Pekanbaru yang
memiliki Sasaran program yang sama yaitu Pembinaan anak putus sekolah.
Berdasarkan Hasil Obersevasi Peneliti-dilapangan bahwa untuk Kesesuaian
Sasaran Program Pemberdayan Remaja Putus Sekolah di- Kabupaten Bengkalis
dengan Program lainnya ini yaitu Program yang di jalankan oleh Dinas sosial ini
memiliki kerja sama dengan PSBR Pekanbaru.yang mana disana juga memiliki

Sasaran yang sama Yaitu anak putus'sekolah untuk di bina.

4. Tepat lingkungan,
lingkungan dalam hal ini terbagi menjadi lingkungan internal kebijakan
yang berkaitan dengan interaksi diantar perumus kebijakan dan pelaksana
kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Dan lingkungan eksternal kebijakan

yang berkaitan dengan persepsi publik akan kebijakan dan implementasi
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kebijakan. .terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneiti tentang Evaluasi
Program Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Remaja putus sekolah di Kabupaten
Bengkalis pada indikator tepat pelaksana memiliki dua sub indikator vyaitu
Lingkungan internal " (organisasi_ pelaksana.program) Lingkungan eksternal
(masyarakat/publik)
a. Lingkungan Internal ( Organisast Pelaksana Program )

lingkungan internal adalah semua sumber daya manusia dan fisik yang
mempengaruhi organisasi. Pihak yang berkepentingan internal yaitu organisasi itu
sendiri. Unsur-unsur dari lingkungan internal seperti pegawai dll, Sesuai dengan
hasil Wawancara dengan Ibu Yunilawati selaku Kepala  Bidang Pemberdayaan
Sosial Kabupaten Bengklais hari Rabu, 2 September 2020 pukul 10.00 WIB,

beliau mengatakan :

“dalam pelaksanaan Program Pemberdaydan Remaja Putus Sekolah oleh
Dinas Sosial kabupaten Bengkalis ini kami mengacu pada Peraturan
Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2016 dalam pelaksanaannya lingungan
internal kami sudah di persiapkan sebaik mungkin baik sumberdaya, sarana
dan prasarana penunjang Kegiata Program Pemberdayaan Remaja Putus
Sekolah di Kabupaten Bengkalis, karna kita lingkungan internal tidak baik
maka program tidak akan dapat berjalan dengan lancar, dan juga
sebaliknya”

Dari Hasil wawancara diatas kita ketahui untuk lingkungan internal
pelakasana Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten
Bengkalis telah di persiapkan sebaik mungkin agar Program Pemberdayaan ini
dapat berjalan dengan baik. , Hasil Wawancara dengan Andri, salah satu anak
putus sekolah yang mengikuti Prgoram Pemberdyaan oleh Dinas Sosial

Kabupaten Bengkalis mengatakan :
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“iya pak , untuk pelaksana program pemberdayaan ini saya akui baik,
karena pelayan yang kami rasakan saat ini sudah cukup memuaskan , baik
dalam hal pendaftaran, dalam hal bimbingannya, untukn saat ini saya

merasa cukup puas lah pak”™

Kabupate
b. Ling
Lingkunga sternal a r lisasi yang relevan ,

di dalam pelaksanaan Program Pe aan Rer s sekolah di

masyarakat dan selain lingkungan internal , lingkungan ekternal juga harus

sangat di perhatikan guna memperlancar dan memsukseskan Program

Pemberdayaan ini”
Berdasarkan Hasil wawancara diatas terkait dengan lingkungan Ekternal
dalam pelaksanaan Pemberdayaan remaja putus sekolah di Kabupaten Bengkalis

ini seperti masyarakat dan juga mitra kerja seperti PSBR.
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5. Tepat proses,

yaitu publik memahami dan menerima program sebagai aturan dan

pemerintah memahaminya sebagai tugas yang harus dilaksanakan, dan publik siap

Bengklais hari Rabu, 2 September 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

“Terkait dengan Pemahaman masyarakat terhadap program yang di
jalankan ini kami selaku pelaksana Program ini telah memberikan
sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten bengkalis,
ini bertujuan agar masyarakat mengetahui program ini serta tujuan dari
program Pemberdayaan ini, namun untuk sosisalisasi kami akui belum

semuanya kami berikan karna ya, Kabupaten bengkalis ini cukup luas akan
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membutuhkan anggaran yang cukup besar agar masyarakat secara
menyeluruh dapat kami berikan informasi tersebut.”

Berdasarkan Hasil wawancara diatas terkait dengan Pemahaman masyarakat
terhadap Program Pemberdayaan, ini pemahaman masyarakat diberikan melalui
wawancara_namun belum secara menyeluruh. dikarenakan faktor anggaran yang
terbatas, , Hasil Wawancara dengan Andri, salah satu anak putus sekolah yang
mengikutt Prgoram Pemberdyaan oleh Dinas/1Sesial Kabupaten Bengkalis
mengatakan

“iya pakuntuk sosialisasi memang pernah berikan oleh Dinas Sosial terkati
dengan Program yang akan di jalankan yaitu program Pemberdayaan
remaja putus Sekolah, ini berguna tanpa di sosialisasi kan terlebih dahulu
kami sebagal masyarakat pasti tidak akan mengetahui akan program ini
dan apa tujuan program-ini,. namun.ada juga beberapa teman saya yang
masih ~belum mengetahui program ini karepna tidak mendapatkan
sosialisasikan, saya berharap Dinas Sosial bisa berikan sosialisasi ini
secara menyeluruh karna program-ini sangat berguna untuk remaja yang
putus sekolah’”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat Kita ketahui bahwa terkait

dengan pemahaman masyarakat terhadap program. Pemberdayaan ini diberikan
melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis namun

masih ada juga masyarakat yang belum mengetahui akan program ini.

Berdasarkan Hasil Obervasi Peneliti di lapangan terkait dengan Pemenahan
masyarakat terhadap program pemberdayaan ini masih ada masyarakat yang
belum mendapatkan sosialisasi , dan hal ini harus menjadi perhatian oleh

pelaksana program untuk lebih bisa memberikan sosialisasi secara merata agar
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hasil dan tujuan dari Program Pemberdayaan Remaja putus sekolah diKabupaten
Bengkalis dapat berjalan dengan baik dan lancar.
b. Penerimaan masyarakat terhadap program pemberdayaan
Terkait dengan indikator. Penerimaan+ masyarakat. terhadap program
pemberdayaan ini dimaksud sebagai respon masyarakat terhadap program ini , .
Sesuai dengan hasil Wawancara-dengan| thuYunilawati selaku Kepala Bidang
Pemberdayaan Sosial Kabupaten Bengklais hari Rabu, 2 September 2020 pukul
10.00 WIB, beliau mengatakan :
“untuk respon masyarakat Saya rasa sangat baik ya, mereka cukup
antusias dengan program Pemberdayaan ini karna ini sangat berguna bagi
remaja yang putus sekolah untuk lebih mengembangkan potensi yang di
milikinya,ya walaupun sekiranya masih.ada remaja putus sekolah yang
tidak mendaftar diri untuk mengikuti porgram ini dengan beberapa alasan,

namun kami selaku ~pelaksana akan terus berikan-pemahaman agar

masyarakat khususnya remaja“ ‘putus sekolah yang belumbergabung

1

mengikuti program ini akan mendaftarkan diri.’

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui untuk respon
masyarakat itu sendiri. cukup antusias menanggapi program pemberdayan ini ,
karena ini sangat berguna bagi merekawyang ingin nemanbah keterampilan atau
skil khususnya untuk remaja putus sekolah di lingkungan Kabupaten Bengkalis
Hasil Wawancara dengan Andri, salah satu anak putus sekolah yang mengikuti
Prgoram Pemberdyaan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mengatakan :

“kami sangat senang mendengar adanya program Pemberdayaan ini pak,
ini sangat berguna untuk kami yang putus sekolah mau mengembangkan

skil di berbagai bidang yang kami minati seperti perbengkelan dll, saya
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juga berharap anak anak yaang putus sekolah di luar sana bisa ikut

bergabung dalam Program pemberdayaan ini *

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa respon

masyarakat sanga dalam menanggapi Pemberdayaan ini,

menyimp L’

pelaksanaa

3 V)

pembinaan y Pemberdyaan

seperti unt menyetir dan

untuk anak enjahit, namun

putus sekolah, sehingga jumlah putus sekolah yang dapat dibina atau
diberdayakan antara lain seperti melalui melalui kegiatan pelatihan keterampilan,

masih relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah Remaja Putus Sekolah.
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Faktor-Faktor Penghambat dalam Evaluasi Program Dinas Sosial

dalam Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Kabupaten Bengkalis.

Dalam Evaluasi Program Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Remaja Putus

. Masih berkaitan dengan kurangnnya sosialisasi sehingga masih ada juga

masyarakat yang tidak mendaftarkan diri untuk mengikuti program
pemberdayaan ini karena mereka menilai proses pendaftaran yang rumit dan
mereka cukup kesulitan bagi remaja putus sekolah yang ingin mengikuti

program ini.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Program ini

s sekolah

Q‘a : Jram Pemberdayaan, dan
yang menjadi sasaran ‘ sekolah yang ada di lingkungan
Kabupaten Bengkalis.
4. Pada Indikator Tepat Lingkungan, ini berkaitan dengan Lingkungan Internal
dan external dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan remaja putus
sekolah di kabupaten Bengkalis, lingkungan internal diartikan sebagai Pihak
yang berkepentingan yaitu organisasi itu sendiri. Unsur-unsur dari lingkungan

internal seperti pegawai, dan lingkungan external itu seperti masyarakat.

71
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5. Pada indikator Tepat Proses, pada indikator ini dapat kita ketahui bahwa
Pemahaman masyarakat terhadap program Pemberdayaan ini belum

sepenuhnya mengerti, dikarenakan sosisalisasi yang kurang maksimal di

Bengkalis,
1. Kepadz 5 Kabupate ' elaksana Program

Pemberdaya emajs ; -H :: Date alis disarankan
harus merata

a tanpa adanya

Disarankan Kepada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan
Program Pemberdayaan ini agar pegawai pelaksananya untuk turun
kelapangan membantu masyarakat yang kurang mengetahui alur pendaftaran
pogram ini, karena masih ada masyarakat yang kesulitan dalam mendaftarkan

diri untuk mengikuti program ini.
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